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A. Pendahuluan
Kemajuan iptek dan globalisasi membawa
kemudahan dan kemanfaatan kepada manusia
di berbagai bidang kehidupan, antara lain di
bidang komunikasi dan informasi. Hampir
seluruh transaksi di dunia ini dapat dilakukan
dengan sarana elektronik baik verbal maupun
data, begitu juga perpindahan sejumlah uang
dapat dilakukan dengan menggunakan jasa
elektronik antara lain dengan menggunakan
jasa electronic transfer fund. Sektor perbankan
yang merupakan salah satu sektor yang
mempunyai peranan penting dalam
pembangunan nasional, karena perbankan
berfungsi sebagai sarana perantara antara
sektor defisit dan sektor surplus dalam
masyarakat maupun sebagai agen
pembangunan.
Kaitannya dengan bidang transfer dana,
terasa sekali bahwa kemajuan di bidang
teknologi, mempengaruhi secara langsung
terhadap sistem transfer uang dari satu tempat
ke tempat lain. Interaksi antara bidang
teknologi dengan hukum dan bisnis sangat
intens. Sehingga apa yang disebut dengan
istilah “home banking”, yakni mengirim
perintah kepada bank oleh pengirim yang
berada di rumahnya (misalnya lewat komputer
atau telepon) atau berada di tempat-tempat
tertentu, seperti di supermarket sudah menjadi
trend saat ini dan akan semakin meningkat di
masa depan. Dengan demikian sektor
hukumpun sebaiknya segera pula berbenah diri
agar tidak ketinggalan kereta menuju suatu
sistem pengiriman uang yang terpenuhi unsur-
unsur kesegaran, keakuratan dan
kenyamanan.
Selain memiliki dampak yang baik dengan
perkembangan di segala bidang kehidupan,
juga barang tentu akan berkembang pula
bentuk-bentuk kejahatan baru dan bersifat
transnasional, seperti perdagangan narkotika,
perjudian dan lainnya yang menghasilkan uang
melimpah ruah yang disebut uang haram (hot
money). Dengan adanya kejahatan tersebut,
maka Indonesia membuat undang-undang
yang mengatur mengenai kejahatan yang
berkaitan dengan uang haram, yaitu Undang-
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undang Tindak Pidana Pencucian Uang No.
15 tahun 2002 yang direvisi dengan UU No 25
tahun 2003.
Secara kriminogen, faktor-faktor penyebab
terjadinya tindak pidana pencucian uang, salah
satunya dikarenakan masih belum
sempurnanya peraturan perundang-undangan
di bidang kepidanaan maupun perundang-
undangan yang dibahas di sini yaitu UU No.
25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang, Rekomendasi FATF,
sehingga perlu pengaturan secara efektif
terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU), agar lebih bisa mengantisipasi,
mencegah sekaligus menjerat si pelaku
kejahatan pencucian uang tersebut
(M.Sholahuddin, 1997). Bertolak dari
uraian yang dikemukakan sebelumnya, penulis
ingin mengkaji lebih mendalam mengenai
efektivitas pengaturan transfer dana dalam
perspektif UU No. 25 tahun 2003 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya
melalui media elektronik pada bank dilihat dari
ketentuan Rekomendasi FATF, yang mana
rekomendasi tersebut dianggap sebagai
Standar In ternasional.
B. Tinjauan Pustaka
Perkembangan dan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi khususnya di
bidang komunikasi telah menyebabkan
terintegrasinya sistem keuangan termasuk
sistem perbankan yang menawarkan
mekanisme lalu lintas dana antar negara yang
dapat dilakukan dalam waktu yang sangat
singkat. Keadaan ini di samping mempnyai
dampak positif, juga membawa dampak negatif
bagi kehidupan masyarakat, yaitu dengan
semakin meningkatnya tindak pidana yang
berskala nasional maupun internasional,
dengan memanfaatkan sistem keuangan
termasuk sistem perbankan yang salah satu
jasanya berupa alat transfer dana secara
elektronik, untuk menyembunyikan dan
menga-burkan asal-usul dana hasil tindak
pidana.
Tindak pidana pencucian uang khususnya
melalui media elektronik sangat berkaitan
dengan kegiatan transfer dana secara
elektronik itu sendiri. Pengertian sistem
perbankan elektronik menurut Bambang
Setijoprojo, menyatakan bahwa berdasarkan
Encyclopedia or Banking And Finance, yaitu
segala macam transfer dan pemrosesan data
dengan menggunakan sistem dan peralatan
elektronik yang meliputi transaksi intern dan
ekstern suatu bank (Bambang Setijoprojo,
2000:115)
Ciri utama electronic banking adalah digu-
nakan on-line system. Input data direkam ke
sistem komputer melalui terminal yang
dihubungkan ke komputer induk dengan kabel
atau sistem komunikasi data. Terminal ini juga
dapat menerima informasi dari komputer induk
(Widyo Pramono, 1994).
Selanjutnya secara khusus mengenai
pelaku tindak pidana perbankan, antara lain
(M.Sholahudin, 1997):
1. Memiliki pemahaman yang cukup bagus
atas seluk beluk industri perbankan.
2. Memiliki keahlian di bidang komputer dan
seterusnya.
3. Ada kalanya pelaku memiliki privacy
ataupun jabatan.
4. Agressif, ambisius dan work aholic
(pekerja keras).
Adapun proses terjadinya tindak pidana
pencucian uang dapat dijelaskan terdapat
berbagai macam modus operandi pencucian
uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga
tahapan yaitu (Penjelasan UU TPPU,2004:81):
1. Placement adalah upaya menempatkan
dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan
tindak pidana ke dalam sistem keuangan.
Bentuk kegiatan ini antara lain:
a. menempatkan dana pada bank.
Kadang-kadang kegiatan ini diikuti
dengan pengajuan kredit/
pembiayaan.
b. menyetorkan uang pada PJK sebagai
pembayaran kredit untuk
mengabarkan audit trail.
c. menyelundupkan uang tunai dari
suatu negara ke negara lain.
Efektivitas Pelaksanaan UU No. 25 Tahun ...
Yustisia Edisi Nomor 69 Sept. - Desember 2006 3
d. membiayai suatu usaha yang seolah-
olah sah atau terkait dengan usaha
yang sah berupa kredit/ pembiayaan,
sehingga mengubah kas menjadi
kredit/ pembiayaan.
e. membeli barang-barang berharga
yang bernilai tinggi untuk keperluan
pribadi, membelikan hadiah yang
nilainya mahal sebagai penghargaan/
hadiah kepada pihak lain yang
pembayarannya dilakukan melalui
PJK.
2. Layering adalah memisahkan hasil tindak
pidana dari sumbernya yaitu tindak
pidananya melalui beberapa asal-usul
dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses
pemindahan dana dari beberapa rekening
atau lokasi tertentu sebagai hasil place-
ment ke tempat lain menyamarkan dan
menghilangkan jejak sumber dana
tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:
a. Transfer dana dari satu bank yang lain
atau antar wilayah atau negara.
b. Penggunaan simpanan tunai sebagai
agu-nan untuk mendukung transaksi
yang sah.
c. Memindahkan uang tunai lintas batas
negara melalui jaringan kegiatan
usaha yang sah maupun shell com-
pany.
3. Integration adalah upaya menggunakan
harta kekayaan yang telah tampak sah,
baik untuk dinikmati langsung,
diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk
kekayaan material maupun keuangan,
dipercayakan untuk membiayai kegiatan
bisnis yang sah, ataupun untuk
membiayai kembali kegiatan tindak
pidana.
Pada tatanan internasional, upaya
melawan kegiatan pencucian uang ini
dilakukan dengan membentuk satuan tugas
yang disebut The Financial Action Task Force
(FATF) on Money Laundering oleh kelompok 7
negara (G-7) dalam G-7 Summit di Perancis
pada bulan Juli 1989. FATF saat ini
beranggotakan 31 negara/ teritorial, serta dua
organisasai regional yaitu The European
Commision dan The Gulf Cooperation Council
yang mewakili pusat-pusat keuangan utama
di Amerika, Eropa dan Asia. Untuk wilayah
Asia Pasifik terdapat The Asia Pasific Group
on Money Laundering (APG) yaitu badan kerja
sama internasional dalam mengembangkan
anti money laundering regime yang didirikan
pada tahun 1997, dan Indonesia telah menjadi
anggota anggota sejak tahun 2000. Saat ini
APG terdiri dari 25 negara anggota yang
tersebar di Asia Selatan, Asia Tenggara dan
Asia Timur serta Asia Selatan.
Salah satu peran FATF adalah
menetapkan kebijakan dan langkah-langkah
yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi
tindakan untuk mencegah dan memberantas
pencucian uang. Sejauh ini FATF telah
mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi
pencegahan dan pemberantasan pencucian
uang dan 8 (delapan) rekomendasi khusus
untuk memberantas pendanaan terorisme.
Rekomendasi tersebut kini oleh berbagai
negara di dunia telah diterima sebagai standar
internasional dan menjadi pedoman baku dalam
memberantas kegiatan pencucian uang.
Negara-negara berdasarkan pemikiran
FATF tidak memenuhi rekomendasi tersebut,
akan dimasukkan dalam daftar Non-Coopera-
tive Countries and Territories (NCCTs). Negara
yang masuk daftar NCCTs dapat dikenakan
Counter Measures, yang akan berakibat buruk
terhadap sistem keuangan, misalnya
meningkatnya biaya transaksi dalam
melakukan perdagangan internasional
khususnya terhadap negara maju atau
penolakan oleh negara lain atas letter of credit
(L/C) yang diterbitkan oleh perbankan di
negara yang terkena counter-measures
tersebut (penjelasan UU TPPU, 2003:77-78).
Dari apa yang sudah diuraikan di atas,
maka dapat dirumuskan permasalahan: (1)
apakah pengaturan transfer dana khususnya
melalui media elektronik pada bank dalam
perspektif UU No. 25 tahun 2003 tentang TPPU
dan Rekomendasi FATF, sudah efektif, (2)
Kendala apa saja yang dihadapi pada
pelaksanaan pengaturan transfer dana melalui
media elektronik pada bank dalam perspektif
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UU No. 25 tahun 2003 tentang TPPU dan
Rekomendasi FATF?
Penelitian ini diharapkan dapat memberi-
kan masukan dan sumbangan pemikiran yang
bermanfaat bagi pihak-pihak yang
berkepentingan terutama bagi pemerintah
dalam hal efektivitas pengaturan transfer dana
khususnya melalui media elektronik pada bank
dalam perspektif UU No. 25 tahun 2003 dan
FATF, untuk mengantisipasi adanya tindak
pidana pencucian uang dan kendala apa saja
yag dihadapi pada pelaksanaan pengaturan
transfer dana khususnya melalui media
elektronik pada bank dan perspektif UU No.
25 tahun 2003 dan FATF serta diharapkan hasil
penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
masukan dan referensi bagi penelitian
berikutnya.
C. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian
hukum empiris atau non doktrinal dengan
menggunakan metode kuantitatif. Konsep
hukum yang sejalan dengan penelitian ini
adalah konsep hukum yang mempunyai makna
bahwa hukum adalah pola-pola perilaku sosial
yang terlembaga dan eksis sebagai variabel
sosial yang empiris, tipe kajiannya sosiologi
hukum dengan mengkaji “Law as what it is in
society” dengan menggunakan metode
penelitian sosial atau doktrinal dengan
pendekatan struktural makro (Burhan Asshofa,
1996:11). Lokasi penelitian dalam penelitian ini
berada di Kantor Pasca Sarjana Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta. Dari lokasi penelitian
ini, peneliti mendapatkan data dari nara sumber
seminar nasional pencucian uang, yaitu ketua
PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan), Yunus Hussen dan
wakilnya I Gde Made Sadguna, khususnya
tentang laporan transaksi keuangan
mencurigakan pada bank, prinsip mengenal
nasabah, status Indonesia dalam daftar NCCTs
(daftar negara yang dianggap tidak kooperatif
dalam menangani pencucian uang), FATF.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2
(dua) jenis data, yaitu data primer merupakan
data yang diperoleh secara langsung dari
responden (responden yang purposive sam-
pling) dan berupa hasil wawancara di lokasi
penelitian dengan nara sumber di seminar
video conference nasional, yaitu kepala Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK), Yunus Husein dan wakilnya I Gde
Made Sadguna, hakim, jaksa dan pegawai bank
(PJK), data sekunder merupakan data yang
secara tidak langsung memberikan keterangan
yanhg sifatnya mendukung data primer,
meliputi: (1) bahan hukum primer, yang berupa
bahan-bahan hukum yang mengikat dan
mencangkup peraturan-peraturan yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti,
yaitu UU No.23 tahun 1999 tentang BI, UU No.
10 tahun 1998 tentang Bank, UU No. 23 tahun
2003 tentang TPPU dan peraturan lainnya yang
masih berkaitan erat dengan pencucian uang,
(2) bahan hukum sekunder, berupa bahan
hukum yang memberi penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti buku-buku
literatur, hasil penelitian, tulisan para ahli dan
lainnya, (3) bahan hukum tersier, berupa bahan
hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, seperti kamus, ensiklopedia. Teknik
pengumpulan data yang dipakai dengan 2 (dua)
cara, yaitu wawancara untuk mengumpulkan
data primer melalui tanya-jawab secara lisan
dan studi pustaka untuk memperoleh data
sekunder dengan cara membaca dan
mempelajari bahan pustaka, seperti peraturan
perundangan, buku-buku, dokumen dan
lainnya. Adapun teknik untuk menganalisis
data, digunakan teknik analisis kualitatif yaitu
memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya,
mengenai data yang telah dikumpulkan melalui
penelitian, dalam hal ini dianalisis dengan teori
bekerjanya hukum dari Chamblis dan W.
Seidman, dan berpola pikir secara induktif, yaitu
suatu metode berpikir yang menarik
kesimpulan umum dari hasil pemeriksaan
terhadap hal-hal yang khusus. Selanjutnya
dengan berpedoman pada peraturan dan
ketentuan yang berlaku, dilakukan analisis
kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu
reduksi data, sajian data dan penarikan
kesimpulan serta verifikasi (HP.
Sutopo,2002:91).
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D. Hasil Dan Pembahasan
Efektivitas dari pengaturan transfer dana
khususnya  melalui media elektronik pada bank
dalam perspektif UU TPPU dan FATF.
Lembaga Pembentuk Hukum di Indone-
sia adalah Lembaga Legislatif dalam hal ini
Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan
Presiden. Efektivitas UU TPPU khususnya
mengenai pengaturan transfer dana melalui
media elektronik pada kenyataannya sudah
efektif jika dianalisis dari kesesuaian
pengaturan transfer dana melalui media
elektronik pada bank dalam perspektif UU
TPPU dan Rekomendasi FATF, sehingga
terbukti saat ini Indonesia sudah dikeluarkan
dari black list NCCTs. Adapun faktor yang
dapat mempengaruhi terhadap efektivitas UU
TPPU ini dari segi pembuat hukum dan
peraturannya, antara lain:
1. Faktor internasional: berupa desakan
internasional dari FATF untuk membuat
TPPU.
2. Faktor kepentingan nasional: adanya
kebutuhan untuk menjerat si pelaku TPPU
karena Indonesia menyadari
perkembangan pesat dalam informasi dan
teknologi yang akan menjadikan Indone-
sia sebagai sasaran empuk bagi penjahat
TPPU untuk menghindar dari kejaran
hukum negara asal si penjahat, sehingga
perlu dibentuk UU TPPU.
3. Faktor ekonomi: menghindari terpurunya
perekonomian Indonesia apabila ancaman
internasional diterapkan.
4. Faktor sosial: menghindari terkucilnya In-
donesia dari pergaulan internasional.
5. Faktor sosialisasi: perlu sosialisasi
kepada masyarakat sehingga masih
banyak masyarakat yang belum mengerti
tentang TPPU.
6. Faktor teknis: perlu adanya pengaturan
pendukung yang berkaitan dengan
transaksi elektronik dan aturan secara
operasional sebagai pedoman dalam
melaksanakannya.
Lembaga yang bertugas menerapkan
sanksi atau hukum di Indonesia adalah aparat
penegak hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa,
Hakim. Kita lihat bahwa efektivitas pengaturan
transfer dana dalam perspektif UU TPPU dan
FATF, dari pihak aparat penegak hukumnya
masih belum efektif, karena berdasarkan hasil
wawancara dengan hakim, jaksa, ketua PPATK
beserta wakil dan Wakil pimpinan BPD
(sebagai PJK), mengatakan bahwa pengaturan
transfer dana melalui media elektronik pada
bank dalam perspektif UU TPPU dan FATF,
belum efektif karena terdapat kendala-kendala
di lapangan. Faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi tidak efektifnya pelaksanaan
UU TPPU ini, antara lain:
1. Faktor personal atau SDM: kemampuan
penguasaan teknologi canggih dan
kepemilikan komitmen atas tugasnya.
2. Faktor teknik atau modus operandi
kejahatan: berkaitan dengan teknologi
canggih.
3. Faktor lain yang dapat berpengaruh dari
PPATK yang walaupun bukan aparat
penegak hukum dalam UU tetapi pihak ini
yang berkompeten mengawasi segala
transaksi yang ada di Indonesia, yaitu:
efektivitas UU ini sangat tergantung juga
dari efektivitas PPATK dalam menjalankan
tugasnya karena jika PPATK tidak
menjalankan fungsinya, artinya bersikap
pasif atau tidak menjalankan fungsinya
dengan benar maka efektivitas tidak akan
tercapai.
4. Faktor sosialisasi: perlunya sosialisasi
kepada masyarakat tentang TPPU.
Pemegang Peranan (masyarakat)
Tindak pidana pencucian uang masih
merupakan hal yang baru bagi masyarakat,
sehingga masih banyak kalangan masyarakat
yang belum mengetahuinya. Faktor-faktor yang
dapat mempe-ngaruhi tidak efektifnya
pelaksanaan UU TPPU dalam masyarakat,
antara lain:
1. Faktor sosialisasi dari pembuat UU dan
aparat penegak hukum dalam
masyarakat.
2. Faktor SDM: kurangnya pengetahuan dan
penguasaan teknologi bagi masyarakat In-
donesia dan tingkt kesadaran hukum serta
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kepatuhan dalam melaksanakan suatu
hukum atau UU oleh masyarakat.
3. Faktor keamanan: kaitannya jika ada yang
mengetahui adanya transaksi keuangan
yang mencurigakan, masih kurang
pengaman terhadap saksi dan pelapor.
4. Bagi bank selaku salah satu subyek
hukum seperti juga masyarakat, perlu
komitmen terhadap tanggung jawabnya.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan UU
TPPU dalam beberapa Pasalnya, masih belum
efektif.
Kendala-kendala yang dihadapi pada
efektivitas pelaksanaan pengaturan  transfer
dana khususnya melalui media elektronik pada
bank dalam perspektif UU No. 25 tahun2003
tentang TPPU dan Rekomendasi FATF.
Kendala yang ada pada pelaksanaan
pengaturan transfer dana khususnya
melalui media elektronik pada bank
1. Lembaga Pembuat Hukum.
a. Belum adanya peraturan
pelaksanaan atau aturan operasional
dalam hal pengaturan transfer dana
khususnya melalui media elektronik
pada bank, dan UU pendukung
lainnya belum ada, seperti UU
tentang transfer dana elektronik,
cyber crime dan lainnya.
b. Kurangnya sosialisasi kepada
masyarakat mengenai tindak pidana
pencucian uang.
2. Lembaga Penerap Sanksi
a. SDM-nya masih kurang bekal
penguasaan terhadap teknologi
canggih dan memiliki komitmen yang
tinggi terhadap tanggung jawabnya.
b. Canggihnya teknologi yang
digunakan oleh si pelaku dan
terorganisir secara rapi bahkan
bertaraf internasional, sehingga sulit
bagi aparat untuk mendeteksi
kejahatan mereka.
c. Sulitnya pembuktian karena
menggunakan alat dan sistem yang
canggih, sehingga alat bukti yang ada
saat ini (dalam KUHAP) perlu
diperluas.
d. Pentingnya peran dan efektivitas
PPATK dalam melaksanakan tugas,
karena lembaga inni yang paling
kompeten mengawasi seluruh
transaksi yang mencurigakan.
e. Kurangnya sosialisasi kepada
masyarakat luas tentang TPPU.
3. Pemegang Peranan (masyarakat).
a. SDM: selain masih banyak kalangan
masyarakat yang belum mengerti
tentang TPPU, ada pihak-pihak
tertentu, seperti bank yang
sebenarnya sudah paham tentang hal
ini, akan tetapi kurang punya
komitmen untuk menjalankan tugas
sebagaimana mestinya, seperti;
banyak bank yang tidak mau melapor
adanya transaksi kuangan yang
mencurigakan dengan berbagai
alasan, takut nasabahnya lari, jaga
citra, enggan berurusan dengan
aparat hukum dan sebagainya.
b. Kurangnya sosialisasi dari pembuat
hukum dan aparat hukum kepada
masyarakat.
c. Kurangnya jaminan keamanan
apabila seseorang menjadi pelapor
atau saksi dalam kasus TPPU
sehingga karena ketakutan-ketakutan
seperti itu, banyak kasus yang tidak
terungkap.
E. Simpulan
1. Pada dasarnya efektivitas pengaturan
transfer dana khususnya melalui media
elektronik pada bank, jika dianalisis dari
teori bekerjanya hukum (dari teorinya
Chamblis dan Seidman) terutama dari segi
pengaturan tentang transfer dana
khususnya melalui media elektronik pada
bank dalam perspektif UU No. 25 tahun
2003 tentang TPPU dan rekomendasi
FATF, sudah sesuai dan bisa dikatakan
efektif, tetapi dari aparat penegak hukum
dan pemegang peranan (masyarakat),
belum bisa terlaksana secara efektif
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karena dengan adanya berbagai kendala
yang ada di lapangan. Hali ini terbukti
dengan belum pernah ada satu kasuspun
yang diputus oleh Pengadilan Negeri
terkait dengan indikasi adanya TPPU.
2. Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan
pengaturan transfer dana khususnya
melalui media elektronik pada bank dalam
perspektif UU No. 25 tahun 2003 tentang
TPPU dan rekomendasi FATF, antara lain
:dari segi lembaga pembuat hukum dan
aturan hukumnya,. Sumber daya manusia
kurang memadai, kurangnya sosialisasi,
peraturan pelaksanaan dan peraturan
lainnya yang kurang mendukung lembaga
penerap sanksi,.SDM dan sumber dana
yang kurang memadai, canggihnya teknik
kejahatan atau modus operandi yang
dipakai oleh penjahat TPPU, kurangnya
alat bukti yang memadai dan sulitnya
dalam pembuktian kejahatannya,
kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
tentang bahaya TPPU.
F. Saran
1. Untuk memastikan efektivitas UU No. 25
tahun 2003 sebagai upaya untuk
mengatasi kejahatan pencucian uang,
sebagai berikut:
a) Peningkatan mekanisme kontrol.
b) Peningkatan partisipasi publik dalam
upaya mencegah dan memberantas
TPPU.
c) Peningkatan pemahaman penegak
hukum tentang ketentuan TPPU
merupakan conditio sine qua non.
d) Pengadaan UU tentang perlindungan
saksi dan pelapor.
2. Untuk mengantisipasi kendala yang ada
dalam pelaksanaan pengaturan transfer
dana khususnya melalui media elektronik
pada bank, perlu:
a) Adanya peraturan pendukung yang
memadai.
b) SDM, peningkatan komitmen dan
kinerja aparat penegak hukum.
c) Sosialisasi yang meluas pada
masyarakat tentang TPPU.
